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TENTANG

PETUNJUK TEI(NI S OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURJdN DAERAH,
PEIflTELENGGAIUIIN KE"TERTIBAN UMIJM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

OLEH TIM TERPADU SATUAN KOORDINASI PENEGAKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

DEN(}AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI AGAM,

bahwa dalam rangka menciptakan kondisi daeratr yang
kondusif sehins8a terwujudnya ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta penegaftan perahran
daerah, perlu dilakukan peningkatan ldneda aparat
safuan Polisi Pemong praja dengan Tim Terpadu $atuan
Koord.inasi Penegalran produk Hukum- Daerah;

bahwa agar pelaksanaan tugas aparat satuan potisi
Pamong Praja dengan fim Terpaclu satuan Koordinasi
Penegakan Produk Hukum Daerah dapat berdaya guna
dan berhaeil guna secara optimal perlu ada petunjuk
teknis operasional sebagei acuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagailnana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pgraturan Bupati
tentang Pehrnjuk Te}mis operasional penelakan peraturan
Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban umum Da,
Ketentraman Masyarakat oleh Tim Terpadu sahran
Koordinaei Penegakan pn:duk Hukum Daerah;

b.

c.

Mengingat
I

: 1. Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
Pernbentulcan Daerah Otonom Kabupaten
Lingkungan Fropinsi sumatera Tengah (Lernbaran
Tahun 1956 Nomor 2S);

tentang
Dalam
Negara

2. undang-undang Nomor g Tahun 19gr tentang Hukum

I
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Ac:ara Pidana (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 156, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209l,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Ne:g&ra Republik Indonesia Nomor 5sg7) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
U.dang Nomor 9 Tahrrn 201s tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran
Negara Nornor 56791

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 19g3 tentang
Pelaksanaan Kitab undang-Undang Hukum Acara pidana
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun lggs Nomor
36, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) sebagaimana teiah diubah dengan peraturan
pemerintah Nomor 58 Tahun 2OlO (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
[e mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 51aS) ;

5. Peratrrran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2o1o tentang
satuan Polisi Pamong Praja (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor g, Tambahan kmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s4 Tahun 2011
tentang standar operasional prosedur satuan polisi
Pamong Praja;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor l1 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
(lrmbaran Daeratr Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor
11);

8. Per:atrrran Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit Kerja (Berita
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 44);

9. Peraturan Bupati AgBm Nomor 6l rahun 2oL6 tcntang
I(edudukan, sr-rsunan orgarrisasi, 'r\rgas, F\rngsi dan Tata
Kerja $ahren Poliei pamong praja dan pemadarn
Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Agarn Tahun 2016
Nomor 61);
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dibentuk da,larn rangka melalmkan penegakan Perda, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan

I masyarakat.

' L2. Petwrjuk Teknis Qperasional Penegakan Peraturan Daerah,
, Penyelenggaraqn Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat adalah

pettrnjuk bad Tim Terpadu Sahran Koordinasi Penegakan Produk Hularm
Daerah dalarn melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah,
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyaralcat dalamI rangka peningkatan lcesadaran dan keta.atan masyarakat terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

13. Yustisial adalah tindakan hukurn terhadap pelanggerarr Perda untuk
diproeee melalui Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Non Yustieial adalah tindakan yang dilal,nrkan oleh polisi paJnong praja
datem rangtca menjqga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan
ketenteraman Masyarakat terhadap pelanggaaran Peratrrras Daerah
dan/atau Perahrran Kepala Deerah dengan cara yang sesr:ai dengan
ketentuan peraturan pemndarrg-undangan dan tidak sampai pnoses
peradilan

15. Koordinasi adalah suatu cara yang dilakukan olsh berbagai pihak yang
sederajat untuk saling memberi informasi demi kelancaran dan
keberhasilan pelal(sanaan tugas.

Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan atau
Peraturan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umunr Dan Ketentra:rran
Masyarakat oleh Tim Terpadu Sahran Koordinasi Penega&an pmduk
Hukum Daerah terdiri dari:

a. peftqiuk teknis operasionql ketertiban umum dan ketentrarnan
masyapakat.

b. petuqiuk teknis operasional penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati serta produk hukum lainnya; dan

(2) Petunjuk teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Larnpiran yang merupakan bagran yang tidak terpisahkanr dari peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

OPD melalrnrkan pembinaan dan penga\rasan terhadap petalceanaas
Peraturan Daeratr dan Peraturan Bupati.

Pembinaan dan pengawasarl sebagaimana dimaksud ayat (l) meliputi
kegiatan sosialisasi atau pemberitatruan teguran I (satu), teguran II (dua)
dan teguran III (tiga).

(r)

(2t



MEMT"TruSI(AN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DA,ERAH,
PE}TYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KEf,E},ITRAhIAN MASYARAI\TI^T OLEH TIM TERPADU $ATUAN
KOORDINASI PENEGAKAN PRUDUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Perahrran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agarn.

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Agam.
S. Bupati adalah Bupati Agam.

4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
: 5. Satuan Polisi Pamong kqia yang selanjutnya disebut Satpol.pp adalah

bagian dari perangkat daerah dalam penegakan p"ratr:rai p"*J*rg-
undangan, penyelenggaraan ketertiban urn\rm dan ketenffa:rran. masyarakat.

6. Polisi Pamong Preia adalatr anggota $atuan Polisi pamo4g praja sebagai

' aparat pemerintah daerah dalam penegakan perattrrB.n perundapg-
undangan, penyelenggaraan ketertiban umum da4 ketentrarna,n
*.syarakat 

l
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\ 7. Organisasi Perarrgkat Daerah yang selanjutnya disinglat OpD adalah
Qrganisasi Ferangkat Daerah di lingtrnmgan Femerintah Kabupaten Agam.

8. Penegakan Peratur-an Daerah addah kegiatan yang dilakukan oleh sat'a.n
polisi pamong praja unhrk menyelesaikan setiap tedadi pelanggaran p6rda
dan Fratura$ kepala daerah yang d,itakukan oleh warga tns,Byarakat,
bedan hukum ma.upun aparat pemerintatr baik pelanggaren perda yang
dilaprkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota $atuan
polisi pamong prqja.

9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan
dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintatl d.aeratr, dan
masyarakat dapat rnelalrukan kegiatannya dengan tenterErrn, tertib, dan
teratur.

IO. Fenyidik @awai Negeri Sipl Daerah ],iang selanjutnya
dieebut PPNS Daerah adalah pejabat pegawni negeri eipil tcrtenhr
ditinglnrngan Ferrerintah Da€rah yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melal,nrkan pcnyidikan atas pelanggpral Ferahsan
Daerah dsn Feraturan Bupati.

11. Tim Terpadu Sah.ran Koord.inasi Penegakan Produk Hukufn Daerah yang
*elenjutnya disingkat Tim Terpadu sKp2D adalah Tim fabungan yang
terdiri dari TNI, Folri, Kejaksaan, Pengadilan dan OpD tirkait yan;



(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap

mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 4

(1) Kepolisian melakukan pendampingan operasional, pembinaan dan bantuan

teknis serta pengawasan kepada PPNS dalam penyelenggaraan penegekan

Peraturan Daerah dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(2) Kejaksaan menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan serta

penuntutan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan

perkara kepersidangan.

(3) Pengadilan melakukan proses peradilan sampai keputusan yang memiliki

kekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€Lng mengetaleuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Diundangkan di Lubuk Basung
padatanggall'3Uflt, zAfi
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

Bv:/fiAGAM,\

1 
INDRA CATRI

Drs. MARTIAS WANTO, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN zAfi NOMOR 7Y



I,AMPIRAN

PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR 19 TAI{UN 2OL7

TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL

PENEGAKAN PBRATURAN DAERAH,

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT OLEH TIM

TERPADU SATUAN KOORDINASI PENEGAKAN

PRODUK I{UKUM DAERAH

I. Umum.

Kondisi dinarrris dalam arti terselenggaranya ketentraman dan

ketertiban dalam masyarakat merupakan persyaratan yang sangat mendasar

untuk dapat terselenggaranya kegiatan pemerinta"h dan masyarakat secara

tentram, tertib dan teratur. Dengan demikian maka pembangunan akan

dapat berjalan secara berkesinambungan dalam rangka melaksanakan

pelayanan kesejahtera,an rnasyarakat, dal,am hal ini ketentraman dan

ketertiban mempakan kqbutuhan Casar yang tidak dapat dikesampin$kan.

Apabila diperhatikan isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2Ol4 tentang Peme:rintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintatr

Nomor 6 Tahun 2OIO tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok

Satuan Polisi Parnong Praja adalah membantu Kepala Daerah menegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Terkait dengan tugas pokok

tersebut Pemerintah Kabupaten Agam membentuk Satuan Polisi Pamong

Pra.ia dan Pemadam Kebakaran yang berdasarkan Peraturan Daeratr

Kabupaten Agar.n Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daenrtr, zrntara lain tugas fungsi pokoknya adalatr merumuskan
kebijakan tekrris dan rmemberlkan pelayanan di bidang ketentramart

ketertiban serta pelayanan umum kepada masyarakat.

II. Khusus

A. Mekanisme penyeleng,garaan ketertiban Umum dan ketentraman

masyarakat sebaFlai berilnrt:

1. Sosialisaei produk hukum, unhrk meningkatkan pemahaman dan

kesadaran hulnrm, sehingga timbul ketaatan dan kepatuhart

masyarakat.

2. Menyampaikan inforrnasi dan himbauqn yang terkait dengan Peraturart

Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum' lainnya kepada

masyarakat.

3. Penertiban atas pelanggaran dreini terbatas pada tind+lmn peringatan

dan penghentian sementatra kegiatan yang melanlgar '' Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukurn lainnya. I
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4. Jika hal tersebut diatas telah dilaksanakan dan masih terjadi
pclanggaran mnka:

&. Pelanggar rliberikan pengertian terlebih dahulu bahwa kegiatannya
melanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati serta
produk hukum lainnya.

b. Apabila tidak diindahkan, dila.lrukan pemanggrlan untuk mendapat
pembinaan lanjutan.

c. Setelah pernbinaan larrjutan dilakukan, kepada pelanggar diminta
membqat dan menandatangani surat pernyataan bersedia dan
sangglrp nrentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketenhran
dalam wakfu 15 (lima belas) hari terhitung sejd< penandatanganan
surat pernyataan yang dtketahui oleh PPhl$.

d. Jika pembinaan sebagaimana c.limaksud huruf (c) tetap dilanggar
maka dilaksanakan pros€s lanjutan berupa penegalan Non Yustisi
yaitu penghentian dan atau penertiban kegiata.n dan dapat pula
ditalnrkan penindakan Yustisi berupa penyidikan dengan proses
pereidangan di Pengadilan yarrg diajukan d,engan acara
pemerikeaan tindak pidana ringan dan atau acare cepat eesuai
ancarnan sanksi hukuman yang tertera dalam Peraturan Daerafi.

B. Penegakan Peraturan Daerah

1. Ruang Lingkup :

a. Melalcukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat da3
badan hukum;

b. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hulnrm
yang melanggar Peraturan Daerah;

c. Melalcukan upaya Preventif non yustisial; dan

d. Penindakan yustisial atau penyidikan.

2, Ketentuan Umum ;

a. Mempunyai landasan hukum;

b. Tidak melanggar hukum;

c. Dilaksanakan sesuai prosedur; dan

d. Trdak menimbulkan korban kerugian pada pihak manapun.

3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan
memahrhi Peratrrran Daerah.

4. Pembinaan dan Sosialisasi :

a. Meldrukarr pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum
yang melanggar peraturan Daerah;

I



5.

b. Pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi
masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah
unftrk ditrcrikan pengarahan dan pembinaaan tentang arti
pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah;
dan

c. Pembinaan kelompok dilakukan cara mengundang/mengumpulkan
masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah
unhrk diberikan pengarahan dan pembinaan tentang arti
pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah.

Pembinaan Non Yustisi oleh OPD Teknis :

a. Pembinaan yang dilakukan oleh OPD Teknis tetap mengacu pada
petunjuk teknis dimasing-masing OPD dan tetap mengacu pada
tahapan-tahapan pembinaan, yaitu Pemberitahllan, teguran
langsung sampai penanda tanganan surat pernyataan, apabila
dalam waktu 15 (lima belas) hari yang bersangkutan tidak
memenuhi pernyataannya maka dilanjutkan dengan penerbitan
Surat Teguran I (satu), Teguran II (dua), dan 'leguran III (tiga).

b. Untuk kepentingan tugas yarlg lebih besar dan sifatnya penting,
mendesak dan atau yang dapat menciptakan gangguan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat pembinaan yang dilekuken
oleh oPD lain dapat dialihkan ke Satuan Polisi pamong praja

Kabupaten dan pengalihan dilakukan dengan surat permintaan
pengalihan tugas dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima
ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing opD atau pejabat
yang ditunjuk.

c. Pembinaan yang dilakukan oleh oPD Teknis apabila sudah
memasuki tahap Teguran 3 (tiga) tetap tidak diparuhi oleh
pelanggar srelanjutnya tugas harus diserahkan kepada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten dilakukan dengan Berita Acara serah
Terima T\rgae ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing opD
atau pejabat yang ditunjuk.

d. Terhadap penyerahan tugas yang diberikan oreh opD Teknis
satuan Polisi Pamong Praja menindak lanjuti proses pembinaan
baik secara Non Yustiei rnaupun Yustisi dan h,asil pembinaan
dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada opD Teknis.

Pembinaan ol,:h Kasi Tlantib Kecamatan selaku Ex-Officio Kepala
Satuan Unit Pelaksana Satpol.PP Kabupaten di Kecamatan dalam hal
ini mempunyai wewenang yaiftr :

a. Melalnrkan pembinaan dengan mengacu pada tahapan-tahapan
yaitu Pemberitahuan, Teguran I (satu) teguran II (dr[a), dan teguran
III (tiga) clan dilaporkan kepada Safuan polisi parpong praja

6.

Kabupaten,

I



b. Pembinaan ddam benttrk tertulis sebagai mana dimaksud hunrf (a)

ditanda tangani oleh ca:nat atau Sekretaris Camat, apabil,a kedua
pejabat berhalangan maka surat dapat ditanda tangani Kasi
Trantib atas nama Camat.

c. Apabila pembinaan sudah memasuki tahap Teguran 3 tetapi tidak
dipatuhi oleh pelanggar, selanjutnya tugas harus diserahkan
kepada fiatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten untuk
ditindaklanjuti.

d. Pelimpahan serah terirna tugas dilakukan deng4sr Berita Acara
serah terirna dan tindak lanjut dari pengurusan perkara yang
diseratrkan ke Satuan Polisi Pamong Fraja Kabrapaten ditindak
lanjuti dan hasil pelaksanaannya di laporkan ke Bupati.

7. Penindakan Preventif non Yuetisial.

Temuan terhadap pelanggar Peraturan Daerah baik diketahui
melalui kegiatzrn pengawasan atau laporan maupun pengaduan $atuan
Polisi Pamon8; kaja Kabupaten dapat melakukan pembinazut ahn
pencegahan meldui tindakan Prsventif Non Yustisial yaitu pembinaan
bersifat edukatif ydihr :

a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih
dahulu dilakukan penegurarr secara lisan dan perhbinaan kepada
pelanggar dan penarrda tanganan surat peryyataaan yang
dilakukan oleh pelanggar untuk bersedia dan salngsup mentaati
dan mema ruhi serta melaksanakan ketentuan d"t"{" waktu 15 hari
terhihrng eejak penandatanganan Burat pefnyataap.Apabila
pelanggar tidak mematuhi, tidak melakpanakan atau mengingkari
surat pernyataannya, maka selanjutnya qkan diberikan:

1. Surat teguran I (sattr), dengan tegang waktu Z(ttaiuh) hari;

2. Surat teguran 2 (dua), dengan tegang wakru S (tiga) hari; dan

3. Surat teguran 3 (tiga), dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.

Apabila pada teguran 3 (tiga) yang bersangkutan belum mau
memenuhi atau belum mentaati maka dilakukan pemasarlgan segel
untuk penghentian kegiatan atau pemberitahuan pembongkaran
untuk pelanggaran tata ruang atau bangunan dan hasil
pelaksanazm penyegelan di tuangkan dalam berita acara.

Terhadap pelanggaran Tata Ruang atau Bangunan apabila
pembinaanr dilakukan oleh oPD teknis, maka pimpinan opD wajib
melaporka:n kepada Bupati sekaligus meminta kepada Tim
Penertiban untuk segera melakukan penertiban atau
pembongkilran serta meminta bantuan pengamanan kepada
satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengarnanan, tata
cara proses penertiban terhadap pelanpgaran pembangunan

b.



il
dilakukarr sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013

Bemgunan Gedung.

' Apabil, pernbinaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja

Kabupaten maka Kepala satuan Polisi Pamong Praja melaporkan

kepada Bupati dan meminta kepada Tim Penertiban untuk

melakukan pembongkaran, sekaligus melakukan pengamanan

jalannYa Penertiban.

e. Tim menerbitkan Surat Perintah Penertiban atau pembongkarart

dan pengamaRannya.

f. pelaksanaan penertiban atau pembongkaran bangunarr dituangkart

dalam berita acara'

g. Terhadap pelanggaran bangunan yang tidak dapat dilalmkan

penertiban ma}<a penanganannya dilimpahkarr kepada Pejabat

penndik pegawai Negeri Sipil untuk dilakukarr penyidikan dengan

Berita Acara Petimpahalr Tbgas, selain pelangga"ran Tata Ruang

dan Bangunan maka proseg Penanganan perkara apabila

mamaeuki teguran ke 3 (ketiga) yang bereasglnrtan belum

memenuhi ateu mentas.ti maka penangganan perkara dieerahlGn

kepada ppNs melalui Berita Acara Serah Terima Pelimpahan TUgas.

8. Penindakan Yustisial.

Penindakan yang dilalnrkan oleh PPNS.

a. Penyelidikan :

1) pada prinsipnya, PPNS berdasarkan Pasal 25ZlUndang Undang

Nomor 23 Tatrun 2Ql4 tentang Pemerintahan Daerah (atas Lmasa

Undang Undang) memiliki kewenangan untrrk melalrukan

penyelidikan;

2) ppNS dalam rangka penyidikarr pelanggaran Peraturart daerah

(Trantibum) dapat menggunakan kervenangan tpengawasan 
dan

atau pengamatarr unttrk menemukan pelanggafan pidana dalam

linglcup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

(Peraturan Daerah). 
;

3) Datam hal tertentu PPNS bila mernbutuhkan kegiatan

perryeliclikan, dapat pr:la rneminta bantuan peny[dik Polri.

b. Penyidikarr Pelanggaran Perattrran Daerah:

1) Dilakeanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa

yang tedadi menrpakan pelanggaran Perahrran daerah yang

termasuk dalam tingtmp tugas dalr wewenang seeuai dengan

gndang-undasg yang menJadi dasar hukumnya dala:n wilayah

kedanya.

Pelangpiaran ketentuan Peraturan Daerah dapat dikettrhui dari:



c.

a) Laporan yang dapat diberikan otreh:

1) Setiap orang;

2) Perugas;

b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun;

c) Diketahui langsung oleh ppNS.

2) Dalam h:rl terjadi pelanggaran peraturan Daerah baik melalui
laporan, t.ertangkap tangan atau diketahui langsung oleh ppNS,
dituangkan dalam benhrk l.aporan Kejadian yang ditandatangani
oleh pelapor dan ppN$ yang bersangkutan.

3) Dalam hal tertangkap tangan.

setiap anggota satuan pslisi pamong praja Kabupaten dan ppNS
dapat melaksanakan:

a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

b) Melakr:kan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangen yahg
ditetapkan undang,undang yang menjadi dasar hukum satuarr
Polisi Pampng praja Kabupaten dan ppNS yang bersangkutan,
pembriksaarr Tempat Kejadian perkara dan pehksanaan
pemeriksaan Tempat Kejadian perkara.

c) Segera melalmkan proses penyidikan berkoqrdinasi dengan
instansi terkait sesuai dengan bidang dan jet'ris pelarrggaran
Peraturan Daerah serta membuat surat ipemberitatruarr
dimulai penyidikan kepeda kejaksaan rnelalui penyidik polri.

Pemanggilan:

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan
KUHAP deilam petaksanaannya PPNS dapat berkoordinasi dengal
Polri selaku koordinasi pngawas ppNS.

2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan
kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undarrg yang menjadi
dasar hrilnrmrrya masing-masing peraturan ;Daerah. yang
berwenang menandatangani surat panggilan p,hda prinsipn:ia
adaJah PPNS Sattran polisi pamong prqla"

3. Dalam hal pimpinan sehran polisi pamong praja adalah penyidik
(PPNS), maka penandatanganan $urat Panggitan dilalmkan oleh
pimpinannya selaku penyidik.

4. Dalam hal pimpinan satuan polisi pamong praja bukan penyidik
(PPNS), maka surat panggilan ditandatangani olph ppN$ polisi
Pamong Ft.da yang diketahui oleh pimpinan.

5. Penyeraharr surat panggilan dilakukan oleh petugas ppNS, agar yang
bersangkur:an berkewajiban dapat memenuhi panggila;r tersebut



gedung dilakut<an sesuai Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2o1g
tentang Bangunan Gedung.

d. Apabila pembinaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja
Kabupaten maka Kepala Sattran Polisi Pamong Praja melaporkan
kepada B upati dan meminta kepada Tim Penertiban untuk
melakukarr pembongkaran, sekaligus melakukan pengamanan
jalannya p<:nertiban.

e. Tim menerbitlan Surat Perintah Penertiban atau pembongkaran
dan pengamanannya.

f. Pelaksana€m penertiban atau pembongkaran bangunan dituangkan
dalam benta acara.

g. Terhadap pelanggaran bangunan yang tidak dapat dilakukan
penertiban maka penanganannya dilimpahkan kepada pejabat
Penyidik Pegawai Negeri sipil unh.rk dilakukan penyidikan dengan
Berita Acara Pelimpahan T\rgas, selain pelanggaran Tata Ruang
dan BangJunan maka proses penanganan perkara apabila
mamasuki teguran ke 3 (ketiga) yang bersangkutan belum
memenuhi atatr mentaati maka penangganan perkara diserahkan
kepada PPIVS melalui Berita Acara Serah Terima Petimpahan T\rgas.

8. Penindakarl Yustisial.

Penindakan yang dilaldmn oleh PPNS.

a. Penyelidikan :

1) Pada prinsipnya, PPNS berdasarkan Pasal 257 lflndang Undapg
Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daeratr (atas kuasa
Undang Undang) memiliki kewenangan untuk melalnrkan
penyelidtkan;

2) PPNS dalam rangka penyidikan pelanggaran PQrahrran daeratr
(Trantiburn) dapat menggunakan kewenangan p[rrg"**san d.an
atau pengamatan untuk menemukan pelanggaraF pidana dalam
linglnlp undang-undang yang menjadi dasar hukunnya
(Perahrran Daerah). 

I

3) Dalarn hal tertentu PPNS bila membutuflorl kegiatan
penyelidikan, dapat pula meminta banhran penyidlk polri.

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah:

1) Ditaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa
yang tef adi mempalaur planggaran peraturan daeratr yang
termasuk dalam linglrup tugas dan we\penang sesusi dengan
undang-undang yang menJadi dasar hukurnnyal a*arn wilayatr
kerjanya 

]

Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat ail."t"il"i dari:



{bahwa keseng4jaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan

pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

6. Sesuai dengan ketentuan KUHAP apabila pada panggilan yang

pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka disusul panggilan
kedrra dan apabila pada panggilan yang kedua juga tidak hadir maka
disusul dengan panggilan ketiga sekaligus perintah membawa dalam
hal ini pelaksanaannya dapat meminta bantuan Polri.

Setelah Polri menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah membawa
Tersangka atan:- Saksi rrlaka serah terima. Tersang[<a- atau Saksi dari
Polri ke PPNS dituangkan dalam berita acara.

7. Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang
bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada
petugas lain yang bukan penyidik.

b. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka
dan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dari hasil
pemeriksaan apabila terdapat cukup bukti yarrg bersang)<utan
melakukan pelanggaran maka selanjutnya di lakukan
pemberkasan dan diserahkan kepada Pengadilan melalui
Penyidik Polri bagi acara Tipiring dan untuk acara cepat

diserahkan kepada jaksa melalui penyidik Polri.

c. Terhadap perkara yang dalam pemeriksaarlnya dijumpai adanya
tindak pidana maka penangannya diserahkan kepada penyidik
Polri.

Pelaksanaan

Pelaksanakan penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dengan 2
(dua) cara yaitu :

1. Pola persidangan di Pengadiian.

2. Pola sidang ditempat yang dilakukan pada saat operasi dan dibentuk
melalui tim terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten, PPNS, dengan Polri (selaku Korwas PPNS), Kejaksaan

Negeri dan pengadilan Negeri dengan melakukan Pola Pemberkasan

Tindak Pidana Ringan atau acara cepat dilakukan sidang di tempat

dengan menghadirkan hakim dan Panitera.

I INDRA CATRI
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